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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 96 TAHUN 2013 TENTANG BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa dalam menjalankan tugasnya, Badan Standar
Nasional Pendidikan didukung oleh anggota yang
memiliki wawasan, pengalaman, dan komitmen untuk
peningkatan mutu pendidikan sehingga tidak perlu
membatasi usia keanggotaannya,;

bahwa ketentuan mengenai keanggotan Badan Standar
Nasional Pendidikan yang telah diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun
2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan perlu
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
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Mengingat

1.

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan

Standar Nasional Pendidikan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
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Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96
Tahun 2013 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
13395);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 96 TAHUN 2013
TENTANG BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2013 tentang Badan Standar
Nasional Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 1335) diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

Pasal 3

BSNP memiliki susunan organisasi sebagai berikut:

a. Ketua merangkap anggota

b. Sekretaris merangkap anggota; dan

c. Anggota.

Anggota BSNP berjumlah gasal, paling sedikit 11

(sebelas) orang dan paling banyak 15 (lima belas)

orang.

Ketua dan Sekretaris BSNP dipilih oleh anggota

berdasarkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh

Menteri.

Mekanisme dalam pengambilan keputusan bersifat

kolegial.

Anggota BSNP dapat bekerja paruh waktu.

Ketua BSNP bertugas:

a. memimpin dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas BSNP; dan

b. memimpin pengelolaan operasional harian
BSNP.

Sekretaris BSNP bertugas:

a. mengelola pelaksanaan ketatausahaan BSNP;
dan

b. membantu ketua BSNP dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

Persyaratan keanggotaan BSNP adalah:

a
b.

o o

warga Negara Republik Indonesia;

sehat jasmani dan rohani;

berkelakuan baik;

tidak pernah dihukum/sedang menjalani hukuman
karena melakukan tindak pidana kejahatan;

tidak merangkap jabatan struktural/pimpinan di

perguruan tinggi/sekolah/ madrasah dan lembaga
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lainnya dan/atau jabatan politik;

f.  persyaratan lain yang ditetapkan oleh tim seleksi.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2019

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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